ALUR UNTUK MEMPEROLEH IUI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
Kewenangan Pemprov: investasi > 10 M, kecuali utk lokasi di lintas kab/kota ≤ 10 M



                                                                                                                                                                   











ALUR UNTUK MEMPEROLEH IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Kewenangan Pemprov: investasi > 10 M, kecuali utk lokasi di lintas kab/kota ≤ 10 M







ALUR UNTUK MEMPEROLEH IZIN PERLUASAN
Bagi Perusahaan Industri yang melakukan perluasan > 30 % dari kapasitas produksi yang telah diizinkan







· IUI Diterbitkan 5 hari kerja setelah permohonan (persyaratan sudah lengkap)
· Formulir PM-I, PM-IV, SP-I, SP-II dan SP-III ada di lampiran
· Biaya sesuai dengan Permen Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 maksimal Rp 750.000,- disetor ke kas Negara

· CP : IBNU WITARTO, SE / 081 325 789 950    
Perusahaan industri wajib menginformasikan mengenai kemajuan pembangunan pabrik & sarana produksi, setiap 1 tahun sekali paling lambat 31 Januari tahun berikutnya dg Form. Pm-II.





Diberikan kepada Perusahaan Industri yg:


berlokasi di luar Kawasan Industri/Berikat;


tdk tercantum dlm SK Menperin No. 148/M/SK/7/1995;


tercantum dlm Lamp. I huruf G Permen LH No. 11 Th 2006;


berbatasan lgs dg kawasan lindung spt tcantum dlm Lamp. II Permen LH No. 11 Th. 2006.





Mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip menggunakan Form. Pm-I & melampirkan :


copy izin UU Gangguan;


copy akte pendirian perusahaan;


dokumen lain yg dipersyaratkan.





Pejabat mengeluarkan Persetujuan Prinsip dg Form. Pi-I





√





X





Mengajukan permintaan IUI dg Form. Pm-III, dg dilengkapi :


copy akte pendirian perusahaan;


copy IMB;


copy Persetujuan Prinsip;


copy Form. Pm-II


copy izin UU Gangguan;


Copy izin lokasi


copy AMDAL atau UKL & UPL;


dokumen lain yg dipersyaratkan.





Pejabat mengeluarkan Surat Penolakan dg Form. Pi-VI





Pemeriksaan ke lokasi pabrik oleh Pejabat yg berwenang.





Pejabat ybs membuat BAP sesuai Form. Pi-II.





√





√





Perusahaan wajib menginformasikan kemajuan pembangunan pabrik & sarana produksi setiap tahun paling lambat tgl 31 Januari tahun berikutnya dg Form. Pm-II





Penundaan dg Form. Pi-VI





Pejabat mengeluarkan IUI dg Form. Pi-III





X





Perusahaan dpt membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial.





X





Perusahaan wajib menginformasikan kemajuan pembangunan pabrik & sarana produksi setiap tahun paling lambat tgl 31 Januari tahun berikutnya dg Form. Pm-II





√





Permohonan IUI dg Form. SP-I dan SP-II, dg dilengkapi :


copy akte pendirian perusahaan;


copy izin UU Gangguan (bila tercantum dlm SK Menperin dan di luar Kawasan Industri/Berikat);


copy izin lokasi (bila tercantum dlm SK Menperin dan berada di Kawasan Industri/Berikat);


copy IMB;


surat keterangan dr pengelola Kawasan Industri/Berikat;


dokumen lain yg dipersyaratkan.





Pejabat mengeluarkan IUI dg Form. SP-VI





Diberikan kpd Perusahaan Industri yang :


berlokasi di Kawasan Industri/Berikat;


tercantum dlm SK Menperin No. 148/M/SK/7/1995.





Pejabat mengeluarkan Surat Penolakan / Penundaan dg Form. SP-VIII





X





Pejabat menerbitkan Izin Perluasan dg Form. Pi-IV





Pemeriksaan ke lokasi pabrik oleh Pejabat yg berwenang.





Permohonan Izin Perluasan dg Form. SP-III, dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.





IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP





Permohonan Izin Perluasan dg Form. Pm-IV, dan melampirkan:


AMDAL; atau


UKL &UPL.








IUI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP





Pejabat mengeluarkan Surat Penolakan / Penundaan dg Form. SP-VIII





Pejabat mengeluarkan Surat Penolakan / Penundaan dg Form. Pi-VI





Pejabat ybs membuat BAP sesuai Form. Pi-II.





√





X





√





X





Pejabat menerbitkan Izin Perluasan dg Form. SP-VII








